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Menimbang

Mengingat

PER
tfggg“" BUPATI BANT AENG
R 15 TAHUN 2000

TATA NAS
KAH DINAS py LINGKUNGAN PEMERINTAH

w

BUPATEN BANTAENG
BUPATI BANTAENG

bah

kiesggggs::? ;'f‘“tgka meningkatkan tata tertib administrasi dan
perkembangan p's €M adMinistrasi perkantoran sesuai dengan
me ngatur Tata Nemer‘mt?ha” dan Pembangunan, dipandang perlu
Kabupaten BantaSkah Dinas di Lingkungan Organisasi Pemerintah
Nomor 3 Tah deng sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri
Lingkungan p lrJr? -2r?05 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di
deNgan per ter €riftah Kabupaten/Kota,sehagaimana telah diubah

9" Pelalu"an Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2008;

ggr;wa Lntuk meNgatur hal-hal scbagaimana dimaksud huruf a
Nla as, peﬂu meNetapkan Peraturan Bupati Bantaeng tentang Tata
askah DiNas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng.

NN

U'da hg - UNdang NoMor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daera TiNgkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959
Nomo" 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

UNdaNg-UNdaNg Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Pe’aturar Pe’uNdaNg-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomo' 53, Tambahan LeMbaran Negara Nomor 4389);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 NoMor
12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah dubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 (Lembaan Negara Republiik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentalg Lambang
Negara (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomo' 111, Tambahan

Lembaran Negata Nomo' 3037);
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. Pel‘atura
N Pemeari
Lambang e';’:rgntah NOmor 43 Tahun ‘1958 tehtang Penggunaan
Tambahan, Lemb (Lembarap, Negara Tahun 1958 Nomor 1971,
Moaran Negarg Nomor 1636):
6. Peraty,

an Pemerintah !
;Srangkat Daerah (LeNEmor A1 e
a7 NOmo mbaran

Nomor 4747), ™" "@Mbahan Le

un 2007 tentang Organisasi
Negara Republik Indonesia Tahuvn
mbzran Negara Republik Tndonesia

2. Peraturan
Pedoman Mér;teri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang

a  Naskah pj I o Pemerintah
K _ Nas di  Lingkungan
Maet,)wl;gﬁtgn/l Kota se agdimana telah diuban dengan Peraturan
&lam Negeri Nomor 10 Tahun 2008;
8. Keputusan Menteri pa

KoorDinag . lam Negeri Momor 6 Tahun 1988 tentang
Nasi  Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Tambahan
Lembaran Negara Tahun 1988 Normor 10, Tambahan Lembaran

.
4

Keputusan Bersama Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi

dan Menteri Dalam Negeri Nomor B.48/HK.103/MPTM-83, Nomor
25 Tahun 1988 teNta"g Kode Pos Indonesia;

10'KeDUtUSaT Meteri Negara Pendayagunaan Aparatur Neger::
Nomior 71 Tahyn

1993 tentang Pedoman Umum Tata Persuratar
Dinas;

11.Peraturan Daerah Nomor

dan Susunan Organisasi S
(Lembar

25 Tahun 2007 tentang Pembentuka
ekretariat Daerah Kabupa_ten Bar}%‘f'—.’:"
an Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 25 Tahun 2007 .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTAENG TENTANG TATA' NASKAH DINAS D!
. LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ni yang dimaksud dengan :

; ng;

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng

5. Bupali adalah Bupati Ban.taeng; ' .

G ki Bupali adalah okl BUBe e Daeren Kabupaten Bantoeng; by
(l Srkretaris Daerah adkegfgass:ah— adalah Sekretarial Daerah, Dinas Daerah, t.embe,
€. Gatuan kerja Perang

i tar; dan Ke lurahan. =
Iihals Quckal Kecama'tatnk((j)muni las” kedinasan dalam bentuk tertulis;
f. Maskah Dinas adalah aia
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op Naskah Dinag i -
g ;,)<,‘n‘1pinaﬂ Satuan Kicr’?a'a'; bagian terptas dari Naskah Dinas yang memuat ""D“l"?,':
ke e erangkat Daerap g Lingkungan Pemerintah Kabupalc
[ Jabe
Stemper Jabatan adatg 3lat /cap vang digunakan untuk mensahkan suatu Naskah

Dinas yang telah ditandatangani Oleh Bupati/wakil Bupati atau Ketua/Wakil Ketua

Dewan Perwakilan Rajy ¢ @ erah Bantaeng;

J Ste?;'axhe,kasndtgsgtf i Peren gkat DE@PHHate?&alah alat/cap yang digunakan untulﬁ
me-\’/venan di Li knaSkah Dinas yang telah dilandatangani oleh Pejabal yang
I?S;JEJF] Nar?wa Satnuganu,}l?jn l:)emerintah pebpaten “anaeng; kan Nama

. 5 )3 Perangkat y srtuliskan Name

b dan Alamat INstansi: gkat Daerah ada'ah papan yang ber

_ : . g

k. Sampul Na_skah Dinas adajzh Sampul at . Naskah DiNas yalg
mempunyai kop SAMPU! Nas g Dinp;s- atau alat pembungkus

. Kop Sampul Naska'h Dinas ada fa bagian teratas. dari sampul Naskah Dinas yang
memdat sebutan Pimpig Pemerintah Daerah atau Nama Saluan Kerja Perangkal
Daerah dan nama Daergin yang bersangkutan,

h.

NASKAH DINAS
Pasal 2

Waskah OiMas diliMgkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng dirumuskan dala™ bentul
dan susunan Produk-Produk Hukum dan dalam bentuk surat.

Pasal 3

Naskah Linas diling kungan PeMerintah Kabupaten Bantaeng diolah oleh Satuan Kerja
perangkat Dae’ah difingkuNgan Pemerintah Kabupaten Bantaeng.

Pasal 4

Naskah Dinas dilingkungal PeMerintah Kabupaten Bantaeng ditandatangar{w)i of:
Bupati/Wakil Bupati Bantaeng, Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat ?L.r;'
Kabupaten Bantaeng serta pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng van.

diberi wewenang uNtuk itu.

Pasal 5

iberi it rangani Niska

i 2j i wewenang untuk "'enandatanga
enis naskah DiNas serta pejabat yang dibe ] . ke
f])tn?;ilgilingk ngan Pemeriftah Kabupaten BaMaeng sebagaiMana tefcantum pak:
Lampiran T Pe atu' a" ini.
Pasal 6

eten n men i k e''a S'fat kek ususda Hyél
ua & n n r “aSkB“ PI''as ya g ai e” || ; [
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BAB 111
STEMPEL JABATAN DAy STEMPEL SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Bagian Pertama
Bentuk, Ukuran dan Tsi

Pasal 7
4 St oo <on Stempe o et Lt
empe N Stempel I.stansi fad . at (1

( terdiri atas : Pl Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

a. garis lingkaran luar;

b. garis lingkaran tengan,

¢ garis lingkaran dalam;

d. isi stempel,

Pasal 8

Ukuran Stempel sebagaimana dimaksud pada pasal 7 adalah : .
a. Ukuran garis tengah lingkaran luar Stempel Jabatan dan Stempel Instansi 4 Cm;

b. Ukuran garis tengah ligkaran tengah Stempel Jabatan dan Stempel Instansi
adalah 3,8 Cm;

¢. Ukuran garis tengah liNgkaran dalam Stempel Jabatan dan Stempel Instans:
adalah 2,7 Cm;

d. Jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam maksimal 1 Cm.

/
Pasal 9

(1) SteMpei Jabatan befisi Nama Jabatan dan Nama daerah;

(2) SteMpel JabataN Bupati menggunakan Lambang Negara: N

(3) Stempel Jabata" Ketua Dewan Pefwakilan Rakyat Daefah Bantaeng menggunaka
Lambang Daerah; ' ' -

(4) qten*pelg Instansi berisi Nama Instansi dan Daerah yang bersangkutan !aripa
menggunakah lambang.

Pasal 10

Stempel untuk keperluan tertentu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

i Ct tempel Satuan Kerja Perangkat Daeran
Stempel Jabatan dan Stemy _  Rae
?Initr?;i(ulﬂwl;lgr?npgr?‘z;rslltah Da[z)rah sebagaimana tercantum pada lampiran 11 Peraturan
- ini.
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Bagian Kedua

Penggunaan

Pasal 12

pejabat yang berhak mempun :
dimaksud dalam pasal 9 aya[; (2»;aci!agan menggunakan Stempel Jabatan sebagaimana

4 e 'al .

Pasal 13

ifgggm!l(aelzlaan gtee";rége'?astdti?ih diingkungan Pemerintah Kabupaten yang berhak

b erya - &) i i a5¢ {
ayal (4) Peraturan ini adalah : Jd perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pasal 9
1. Sekretariat Daerah Kabupaten.
Sekretariat DPRD Kabupaten,
Dinas Daerah Kabupaten,
l.embagda Teknis Daerah Kabupaten.
Kecamatan, Kelurahan, Desa,

DIESTLIOMNS

Pasal 14

Stempel Jabatan atau Stempel Satuan Kerja Perangkat Dacrah rnenggunakan Tinta
Warna Ungu.

Pasal 15

Stempetl Jabatan dan Stempel Satuan Kefja Perangkat Daerah dibubuhkan pada bagian
kiri dafi Landatangan pejabat yang menandatangani.

Pasal 16
_Pirnpina Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Mempunyai dan berhak mengqunakan
Stempel jabatan dan atau Stempel Instansi Menunjuk Pejabat/Petugas te'tentu untulk
menyimpan dan mengamankan penggunaan Stempel Jabatan dan Stempel Instansl,
BAB IV
IKOP NASKAH DINAS
Bagian Pertama
Bentuk dan Isi
Pasal 17
(1) Kop Naskah Dinas Bupati/Wakil Bupati Bantaeng dengan menggunakan l.ambang

Negara berwarna hitam dan ditempatkan di bagian te€ngah atas dan bertuliskan
BUPATI BANTAENG.

Dipindai dengan
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Naskah Dj
9y Kop nas Kety, ,
4 bertuligkan DEWAN pg 3/Wakil - Ketya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

dengan mMenggunakan Lam/?) N RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG
Laglan Kirl atas, ang Daerah berwarna hitam dan ditempatkan d

Naskah Din
kop "Maskah DiNas Peran
(3) pantaeng dan nama InStdg:[atb Daerah memuat schutan Pemerintah Kabupat()ﬂ
kode pos dengan menggunaky aerah, alamal, Nomof felepon, nomor favimite den
hitam dan ditempatkan di bagiann kLi?[mlfang Daelah Kabupaten Bantaeng berviara
atas,
4) Kop Naskah Difas gj =
() Kabupater: Bantaeng n%an Usaha ik Daerah memuat sebutan peMerNiah
nomor faximile dan ké)de: ma Badan Usaha ik Daerah, alamat, nomor telepo”,
9unakan Lambang Dacrah Kabupate!! Bahtaeng

bt ' POSs meng
berwarna hitam dan g;
ditempatkan Pada bagia™ kifi atas dan logo Badan Usaha Milik

Daeah pada bagian kanan atas

5) Kop Naskah Din L

e Bagtaeng, nama E;Sekrseetk I e-ta”at Korpri memuat sebutan Pemerintah Kabupate”
sarishe Bheels ol tanat, alamat, nomor faxinile dan kode pos menggunakan
atas. Ntaeng berwarna hitam dan ditempatkan pada bagian Kkiri

Pasal 18

Bentuk, ukura? dan g Kop Naskah D
Lingkungan PemeriNtah Kab g
711 Pefatural ini.

Satuan Kerja Perangkat Daerah di
UpateN BantacNg sebagaimana tercantum pada Lampiran

Bagian Kedua
Penggunaan

Pasal 19

(1) Kop Naskah Dinas sebagaimana diMaksud Pasal 17 ayat (1), digunakan untuk
Maskafi DiMas yang ditaNdatangani oleh Bupati/wakil Bupati.

(2) Kop Naskah Dines sebagaimaa diMaksud Pasal 17 ayal (2), digunakan untuk
Naskah Dinas yang ditaNdataMgani oleh Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan
Rakyait Daefah Kabupate!,

(3) Kop Maskah Dinas sebagaiMana diMaksud Pasal 17 ayat (3), digunakan untuk
Naskan Di'as Organisasi yang be'salgkuta” atau Pejabat lai" yang ditunjuk.

(4) Kop IMNaskah Dinas sebagaimala diMaksud Pasai 17 ayat (4)., diguhakan untuk
Naskah Dinas yang ditandatagaM oleh Pimpifah Satua® Orgahisasi yang
befsangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk.

(5)Kop Naskah Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (6), digunakan untuy
Naskah Dinas yang ditandatangali oleh Pimpinal Satua" Orgafisasi yany
- bersangkutan atau Pejabat lail yang ditujuk,
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BAR v
SAMPUL NASKAH DINAS

Bagian Pertama
Bentuk, Ukyran dan Isi Kop Sarpul

Pasal 20

.1y Gampul Naskah Dinas Instansi gi 14
1) oersegi panjang dan berWarn; ccl'olifngkuﬂgan Pemerintah Daerah berbeNtuk empat

at muda jenis kertas Cassing.

ul Naskah Di baaqai ;
(3 S2MP Nas Sebagaimana dimaksud ayat (1), berukuran sebagai berikut

Jenis Sampul T s

e L, oG [ | Letiiar
K
Folig”/t o | 41cm 30Cm
Hibetis 35 Cm 25 Cm
u,«i Fo i 28 Cm 18 Cm
olio 28 Cm 14 Cm
— at ol &
Pasal 21

kop Sampul Naskah Dinas SatuaD Kerja Perangkat Daerah memuat sebutan

pemerintah Kabupaten Bantaeng, Nama Instansi, alamat, nomor telepon, faximie da"
kode pos Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 22

(1) Kop SaMpui Naskah Dinas Bupati/Wakil Bupati menggunakan Lambarg Negara
berwarna hitam dan ditempatka” pada bagian tengah atas.

(2) Kop Sampul Naskah DiNas Ketua/Wakil Kelua Dewan Perwakilan Rakyal Dacial
bertuliskan DEWAM PERAWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG

dengan menggunakan LaMbalg Daerah berwarna hitam dan ditempatkan di bagian
kiri atas.

(3) Kop Sampul Naskah Dinas Perangkat Daerah meNgguNakan LambalNg Daeran
berwarna hitam dan ditempatkal pada bagian kiri atas,

(4) Kop Sampul Naskah Dinas BUMD menggunakan LaMbang Daerah berwarna hitam
dan ditempatkan pada bagian kiri atas, dan logo BUMD ditempatkan pada bagian
kanan atas.

(5) Kop Sampul Naskah Dinas Sekretariat Korpri menggunakan Lambang Daerak
berwarna hitam dan ditempatkan pada bagian kiri atas.

Pasal 23
Bentuk, Ukuran dan Isi Kop Sampul Naskah DiNas Satuan Kerja Perangkat Daerajy ch

Lingkungan Pemerintah Kabupaten BantaeNg sebagaimana tercantum pada lampiran 1V
Peraturan ini.
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Bagian Kedua
Penggunaan

Pasal 24
(1) Kop Sampul ’ _
dengan Ngska'\éag?ah Dinas Bupati sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1), diisi
nas vang dltandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati.

S Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ksud Pasal 22 ayat (2), diisi dengan Naskah Dinas yang
Ketua Wakil Ketua DPRD Kabupaten.

(3) Kop Sampul Naskah Dinasg Peran

(3), diisi dengan Nask h Di
Daerah. PR

(2) Kop Naskah Dina
sebagaimana dima
(!itandatangani oleh

gkat Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayal
S yang ditandatangani oleh Pejabata Perangk it

4) Kop Sampul Naskah Din

) as BUMD sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat ()
clisi dengan Naskah Diny ey N

as yang ditandatangani oleh Pejabat BUMD,

(5) Kop Naskah Dinas Kor

pri sebagaimana dimaksud pasa pasal 22 ayat (5) diisi
dengan Naskah Dinas y

ang ditandatangani oleh Pejabat Korpri.
BAB VI
PAPAN NAMA
Bagian Pertama
Bentuk, Ukuran dan Isi

Pasal 25

(1) Papan Nama Satual Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupatep
BaNlaeng berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran 1 (satu) berbanding 2
(dua}, diisi nama Instansi, alamat, nomor telepon dan kode pos.

(2) Papan Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1)
berwarna putih defgan tuliasan huruf balok berwdrna hitam.

Pasal 26

Papan Nama Satuan f;erja PeaNgkat Dae’ah ditempatkan pada tempat yang strategs,
muda dilinat dan serasi dengan letak bentuk gedung.

Pasal 27

i " h vyang berada dibawah satu
i be n Kerja Perangkat Daera C
aBtiJ%/kg;t;?;ipadlbigiujalam sJatu papan Nama’ yang bertuliskan semua nama satuan
organisasi,
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Pasal g

dan Isi Papan Nama sgy,

ke sebagaiman N Keri
Mt DaI? 7 tercantum pag eT]a Perangkat
el q ampifa d DaErah Bl
i nvp di Lingkungz
BAB vy Sraturan i, e
KETENTUAN LAt gy
Pasal g

an Peraturan Da
,5ep/RgltC:£n%, korisep naskar?ra[;nsgb“pa'ten Bantaen
il .aéagiaﬂ Hukum dan Perunda Perjanjian kog{ Keputusan dan Instriks
8 " pcual Keputusan dibidan N9-Undangan ey, rak defigan pina keﬁgé
#9; 9 Mutasi kepeqopn 2ot Daeréh KabUdaten
(5KO) 9awaian «dan Sufat Keplitusan

;[539

Pasal 30

. np Ll n
i e peratutra be.‘r(Undang' .danga.. terupa Peratyran Daerah
rsfat mengatur, baik yang ditandatangan’ 'lanqsumg maupund§t~d ,aKept‘JBtusa{'\
( 3s namg Bupati
- - -Lp...

ahar paerahkan-
Pasal 31
sh Dinas pada Peratural Daefah meNgguNaka” Lambang Daefah dengan

Nask
el Jabatan penandatangan.

Pasal 32

batan, Stegpel Satuan Kerja Peranghat

3" xefja perangkal Laerdh darf Senrfiul

oy Ukturd) akan "l gemudian
4,

Dinas, Stempel Ja
papan Nama Satu
at Daerah yang belum

tan tentang Naskah
ah, Kop Naskah Dinas,
# Dinas bagi Perangi
m Keputusan Bupati.

gAB VIII
- KETENTUAN PENUTUF
pasal 33
i Bantaeng yang menyatyy
ran Bupatl e

B di -
o S n Pemer'lrftah Daerah Kabupaten Ba

ang| Tata Naskah Dinas di Lingkunda
9% tidak beriaku Iagi-
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. , Pasal 34

peraiuran ini mulai berlaky Pada tangga
4l ditetapkan
setiap orang da :
L NS Hapat mep ,
“hali inf deéngdan mene 9etahuin a,
Bupe Mpatkannya dalatn Bg:ﬁgnggg:?;,k;g[ penlgungan?an Peratur
hupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng G
Pada tanggd, 10, —ed - 2¢C¢)

I

BUPATE BANTAENG
Rt
H. M. NURDIN ABDULLAH

piundangkan di Bantaeng
pada 1'anggal, 2009

SEKRETARILS DAERAH KABUPATEN BANTAENG

Z
H__S_@SUD IN, SH.MH
pangkat : Pembina Utama Madya
NIP ; 1953505 198303 1 019

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2009 NOMOR 117

JARAGRIN _[ PAa b

AR

| bt

| Sebaa drganisasi
‘l :'\'ﬂ':u!)-};'f” 5
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LAMPIPAN I PERATURA

N Bup
_IFIomor 1 TAHUNAZT(;IOSANTAENG
angagal 10 Agustysg 2009

JENIS p

AN
NASKAH DINAS DILINGKLﬁEg\, Heid

yMUM

GN PENAN
oy DATANGANAN
EMERINTAH KABUPATEN bANTAENG

A Naskah Dinas yang

diry
Hukum adalah : Muskan dalam susunar

WENSOUAWNEZ AW

—
NS

il
PN

-y
S

N
—

N N R R DD
S e g o

C. Satuan Kerja

NS = et
SRCEANED

dan -Produk
Peraturan Daerah; bentuk Produk-Pr

Peraturan Bupati;
Peraturan Bersama
Keputusan Bupati;
Instruksi Bupati,

Bupat;;

askah Dinas yang dirum

Sufat Ederen uskan dafam Susunan dan bentuk surat adalah :
Surat Biasa

Surat Keterangan

surat Perintah

Surat Izin

surat Perjanjian

Surat Tugas

Surat Perintah Perjalanar, Dinas

Surat Kuasa

Surat Undangan

Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas
Surat Panggilan

Nota Dinas

Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas

¥ ll.embar Disposisi

elaahan Staf
Pengumuman
Laporan
RekoMenaasi
s"lurat Pengantar
elegram
Berita Acara
Befita Daerah
Notulen
MeMo
Daftal Hadir
Piagam/Ser‘ciﬁkat.
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten terdiri

dari :

NS wWN e

Serkretariat Daerah;
Sekretariat DPRD;

Dinas Daerah;

Lembaga Teknis Daerdy;
Pemerintah Kecamatan,
Pemerintah Kelurahan;
Pemerintah Desa.
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kEWERANGAN PENANDAYANG AN
penandatanganan Naskap, %3 NASKAH DINag
i S
1. Bupati Bantaeng

a. Bupati Manandat
peraturan Perandang. Naskah Dins
materinya mermyag keb,‘!ndangan
Perandany-Undang

b) Naskah Dinas ¢

Bl ebagai
Peidtiat di Lingkgnoos ™

VAnggota Kapinet

1
Ron Departene, Organisas; Kemasy

dianggup pent,,

c) Apabila Bupat;
dimaksud na,_u'f ;erzﬁgng;nf Penandatanganan Naskah Dinas
Peratu an Perundang- (Ukan oleh Waki Bupati sesuai dengan

d) Bupatli dapat mendgj

; legasikan pen vah D
tertepty  kep: < penandatanganan Naskah Dinas
i Pada Pejaba Yang ditunjuk secara tertulis dengan

KePytUsan Bupati kecyg Peraturan Daerah
e) Naskah Dinas sebagaimana i
. Pefatufan Daerah;

. Peraturan BUDati;

- Peraturan Bersama Bupati:
. Instansi Bupati;

. Surat edaran;

. Surat Biasa;

. Surat Keterangan;

. Pengumuman;

. Sufat Pefintah;

. Surat perintah Perjalanan Dinas;
. Surat Perjanjian,

12. Surat Kuasa;

13. Surat Paraggilan;

14. Rekomendasi;

15. SuFat Izin;

16. Surat UNdangan;

17. Befita Aca'a;

18, Piagam Pengha'gaan;

19. Laporan;

20. Memo;

21. Telegiam;

22. Berita Daefah,

23. Piagam/Sertifikat;

24. Nota Dinas;

75. Lembar Disposist

maksud pada huruf a terdiri dari:

—
— OWOoONOUhWN =

i Ngan Pemeri ud huruf a ditujukan kepada
prefiden, — Menteri/ Merintah Daerah, Gubernur, Presiden, Wakil
Pimpinan Lembaga Pemerintah
arakatan serta pihak-pihak yang

D *«pir;t;iai dengan
B8 CamScanner
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2.
Wakil Bupat;i

a) Wakil Bupati

menand te
pelaksanaan yarEl-ll'an p skah Dinas dalam bentuk dan

€rundang- :

9 telah ¢t 9-undangan  sebagal petunjuk
gan tsusunan Surat sepanjaneta N oleh Bupati serta dalam bentuk
an tanggung jaWabnya_ 9 materinya Sesual dengan bidang tugas

b) Naskah Dinas g

: 95 sebagaim
Pejabat di Lingkungan paa, dMaksud huruf a gitujukan kepada
Presiden,  Me nteri/anaar i@ N ‘Daerah, Gubernur, Presiden, Wakil
Departemen, Pl'mpl'nan(—n%gta Ka Bhet,  Pimpinan 'Lembagal Non
lain yang dianggap pe Fganisasi Kemasyarakatan dan pihak-pihak

Flu,
Naskah Dinas ;
Perdiae gjggtflmaksud terdiri darj -

geputtusan BUDat'L-

€raturan Ber ;
Surat Bupaty Sama Bupatj;
Surat edaran;
Su"at Biasa;
SuTat Keterangan,
Pengimuman; il
- Strat Perintah;
10.Sufat Perintah pe
11.Surat Perjanjian:
12, Surat Kuasa;
13.5u"at Panggilan:
14. Rekomendasi:
15.Surat Izin;
16. Nota Dinas;
17.Surat Undangan;
18. Befita Acara;
19.Laporan;
20.Memo;
21.Befita Daerah;
22.Lembar Disposisi.

DO NG VT A WN

U

Tjalanan Dinas;

3. Sekretaris Dacrah

3)

Sekfetalis Daerah atas nama Bupati menandatalgani Naskah Dinas
dalam bentuk dat susuMal Pefaturan Perundang-undangan yang
bersifat peneftapal dan Pefatufa" Teknis atau petunjuk pelaksaNaan
dari kebijaksanaan Pemerintah Daerah yang clitetapkan.

Sekretaris Daerah atas nama Bupali meNandatafgahi Naskah Dinas
dalam bentuk dan susunan surat yang materinya merupakan penjelasan
atau petunjuk pelaksanaan dari satu kebijaksanaah pemerintah Daerah
yang telah ditetapkan.

Sekretaris Daerah menaNdatangani WNaskah Dinas sebagai mana

dimaksud huruf a dan huruf b yanc ditujukan kepada Pejabat di

Lingkungan Pemerintah Dael'ah, Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah

lain dan pihak-pthak yang dianggap perlu.

Sekretaris Daerah berdasarkan wewenang jabatannya rnenandatangani
inas dalam bentuk dah susunan surat dalam rangka

o orDiNasi teknis administratif untuk kelancaran

ran dan atau ko :
pengatura kungan Pemerintah Daerah,

pelaksanaan tugas di Ling

Dipindai dengan
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palam hal Sekretarig
a
atas Nama  Sekretas e;)ah berhalanqan Asi
penandatanganan Nasicap erdasarkay " Sekretars Daerah

1 as ;
Sekretaris Daerah at5 i d Sebaga|mana dima fembenan manadat

Peraturan Bupati:  -Ma Bupai

Keputusan Bl?;attl'i; mahandatangan
Surat Edaran;
Surat Biasa;

Surat Keterangan;
Surat Tugas;
Surat Perintah;
Surat Perintah pe;
. Surat Perjanjian;
10. Surat Kuasa;
11.5urat Panggilan;
12. RekoMendasi:
13.5urat Melaksana ,
14. Surat Izin; - Tugas;
15.Surat Undangan;

16. Telegram;

17. Pengumuman;

18.Berita Acarg;

19. Laporan.

sud huruf c,
i

0 ONDE S W

Jatanan Dinas:
14

Surat Daeah atas nama we
Surat Edaran;
Surat Biasa;
Surat Keterangan;
Surat Tugas;
Surat Perintah;
Surat Perintah Perjaianan Dinas;
Surat Perjanjian;

Surat Kuasa;

Surat Panggilan;

0 Rekon .endasi;

1 Surat Izin;

12 Surat Undangan;

13 Telegram;

i4 Radiograrn;

15 Nota Dinas;

16 Berita Acara;

17 Laporan;

18 Telaahan Staf;

19 Lembar Disposisi;

20 Memo;

21 Notulen;

Z< Surat Pengantar;

wenang jaba*annya menandatangani

CO N OY U1 D L) N =

- (O

Asisten ) s
ris Daerah menandatangani Naskah

Asisten atas nama Sckretaris o
dalam bentuk surat yang materinya memuatr petu’juk %elarlfsanaan
teknis operasional yang mendukung kela.'ca’an npe'aksa_ aa’ tugas
masing-masing satuan organisasl yang ditujuka kepada pejabat
dilingkungan Pemerintah Daerah.

Dipindai dengan
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. Asisten berdas
b) A?IS arkan
pinas dalam benty danewe”ang jaba
atau informasi g S‘US'L"‘E”‘SUrattan s Menandat
Yang angani Naskah

gai
mendukung kelanc Pelak ateri
aran Pelaksa, asr?r;aan b Lerinya merupakan data
Uga

9 Asisten berdasarkan s Operasional  dalam
Dinas dplam bentuk dan €nang Jabatan i g
atau informasi seba i\JSUnan Strat 'azya menandatangani Naskah
mendukung kelancaran DEIaksanasa”aaH ge’“ r?iz&*‘r."rya» merupakan data

an tugas Operasional  dala
sisten atas nama § ’ . m
d) A a Sekretais Daerah men:
Surat Edaran, Taakngan Naskgh Dinas :
Surat Keterangan;
Surat Perintah;
Surat Tugas;
Surat Undangan;
Surat Panggilan;,
Pengunnurian;
Telegram/ Radiogram:
. Laporan; i
10. Nota Dinas.

000N O UT B W s

° ‘D\?!:S;sn berdasarkan weweliang jabatannya
Surat Edaran;

Surat Keterangan;

Surat Perintah;

Surat Tugas;

Surat Undangan;

Surat Panggilan;

Pengumuma”;

Telegram;

Laporan;

MErno;

Daftar Hadir;

Nota Dinas;

Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas;
Lembar Disposisi;

15, Telaahan Staf.

menandataNgani Naskah

= A e b e
PUNELDO®EIOU S W

=
oa

(4

5 Kepala Bagian
Dinas bergasarkan kewenangan
oleh pimpinan “yang “ei Siac
andung konsekuensi targyunRg
lon bawhan, Sedrigkat

datangani naskah
n dan digariska”
rta tidak meng
ditujukan kepada Ese

a. Kepala Bagian rnenan
yang telah ditentuka
informasi biasa/teknis S€
jawab yang lebih luas yand

dan setingkat diatasnya-
tas wewe,ang
n langsung atau a A
tz‘:ﬁianaskah Dinds dalam ber‘ltutk sus-nan
ia i persangxJtan.
t kerja intern yand 3

b. Kepala Bagian atas nama @
jabatannya dapat menandatangi
surat yang ditujukan kepada Un

Diipindai ‘dengan

@ CamScanner
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Naskah Dinas yang dimake
1. Surat Pengzntar: s
2. Surat Biasa;
1. Nolulen;
. Nota Penga;uan Konse
51. Nota Dinas; SeP Naskan Ding. .
6. Daftar Hadir;
7. Telaahan Staf:
8. Lembar Disposisi:
9. Laporan.

B. sekretaris Dewan Perwakit

: an Rakyat Daerah,
a) Sekretaris Dewian Perwakil

ar
menadatangani  Naskah 1 Rakyat Daerah atas wewenang jabatannya

ditentukan  dan

‘€h pimpinan a
nf . sena tidak menga - .
jawab yang iebih lyas yaNg ditujuka

dan setingkat diatasanya.

Naskah Dinas yang dimaksyd :

1.  Surat Biasa;

2. Surat Perintah;

3.  Surat Tugas;

4. Surat Perintah Perjalznan Dinas;
5.  Surat Undangan;

6.  Surat Pengantar;

7.  Pengumuman;

B. Telegram;

S. NOluhen;

10. Daftar Haadir;

11. Nota Dinas

12. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas;

13. Lembar Dusposisi;
14. Telaahan Staf;
15. Laporan

7. Pimpinan Satuan Organisasi  dalam lingkup  Pemerintah

Kabupaten/Kota

3). Pimpinan Satuan Organisas menandatangani Naskah Dinas Keluar

~ -

Lin i3 /ang Setngkat dan atau naskah
r f 1o "‘.j"B wa&n amu )3"9 h )

yang gaujukan kepsd menyangkut masalah-masalah prinsip atau
Dinas yang siny?2

=hiaksanaa teknis  satuan  Grganisasi
menganaung kebiaksanaan

bersangkutan.

Pimpinan Satuan Organiss
Keputusati Bupat;
Surat Edaran,
Surat Biasa;
Surat Keterangan,
Surat Tugas,

nlah, N
?»::;: g:r:‘r;tah perjalanan Dinas;
Surat Perjanjian;

R

ndung konsekuensi tangqung
n kepada Eselon bawahan, setingkat

. atas nama Bupati, menandatangani :
S
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9, Surat Kuasa;
10. Surat Panggilan
11. Surat Izin; §
12. Surat Undangan.
13. Nota Dinas; ~
14. Telegram;
13 Rekomendasi;
16. Pengumuman;
17. Berita Acara:
18. Laporan,

asi ata

' s > Wewenang jabatannya menanda-
2. Surat Edaran: N Satuan Or anisas;
3. Surat Biasa;

4. Surat Keterangan:

5. Surat Tugas,

6. Surat Perintah;
7. Surat Perintah pe
8. Surat Perjanjian;
9. Surat Kuasa;

10. Surat Panggitan;
11. Surat Pengantar;
12. Surat Perpvata

13, Surat Ty oKsanakan Tugas;
14, Pengumumam;

15. Surat Undangan;

16. Telegram;

17. Notulen;

18. Rekomendasi

19. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas;
20. Lembar Disposisi;

21. Telaahan Staf;

22. Nota Dinas;

23. Lapofan.

falanan Dinas;

8. Camat menandatangani naskah Dinas :
1. Peraturan Camat;
2. Surat Edaran;

3. Surat Biasa;

4, Surat Keterangan;
5. Surat Perintah;

6. Surat Pengantar;
7. Surat Tugas,

8. Surat Undangan;
9. Surat Penggilan;
10. Surat Kuasa;

11. Pengumuman;
12. Memo;

13. Lembar Disposisi;
14, Berita Acala;

15. Nota Dinas;

16. Laporan;

Diipindai -den-gan

i@ CamScanner
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0 Kepala Keluraha,,

10. Kepala Desa menandatangani naskah Dinas:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9
10)
11)
12)
13)
14)
i5)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)

23)

Nota Peng;
Ue
Daftar Had,j A Konga, N

Peraturan
Surat Edar
Surat Biasa
Surat KEteran
gur at Perintapy '
urat Penggy
Surat Tuggs 1ta
Sura Undang an;
Surat Panlelan

- Surat Perintah p

Pa ;
Surat Izin; Talanan Dinas:

. Surat Kuasa

- Pengumuman

k Rekomenads,

. Nota Pengajuan
. Lembar Disposisi;
. Berita Acara

. Nota Dinas;

. Laporan;

. Dafta Hadir;

. Notulen;

. Memo.

Konsep np;

Peraturan Desg;
Peraturan Kepala Desg;
Surat Edaran;

Surat Biasa;

Surat Keterangan;
Surat Perintan;

Surat Pengantar;
Surat Tugas;

Surat Undangan;
Surat Panggilan;

Surat Perintah Perjalanan Dinas;
Surat Izin;

Surat Kuasa;
Pengumurnarn,;
Rekomendasi;

Nota Pengajuan Konsep;
Lembar Disposisi;
Berita Acara;

Nota Dinas;

Laporan;

Daftar Hadir;

Notuien;

Memo.

Menang,
Lura h tan NYan Naskg), "
nu .

D gan
(& CamScanner;
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ditetapk an oleh Dagrah, Peraturan i

g.

. pe

a
1)

2)

3)

~108.

Bentu k dan Susung

esh da
n Peraturan Kepala Desa

Kewenangan penandat

L an
dibawah Pimpinan sama?]anan Nasah n;
naskah Dinas yang Isinya b

Naskah Dinas dimaksyq

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Olnas fu: o
rsif _Perangkat bag. Pejabat satu tingkat
Sifat blasa/rutin.

Surat Keterangap, adalah -

Surat Undangan; '

Surat Tugas;

Telegram/ Radiogram

Berita Acara; X

Telaahan Staf;

Lemba' Disposisj

Surat Pengantar;

Nota Dinas Yang bersifat informag;

mbubuhan Paraf

pembubuhan Paraf secara Hierarkhis

Naskah DiNas sebefym dita :
. ndatan ; &

harus diparaf terlebih dahuly mg“im iy bl s
impinan (eseloh [ axsSmal oleh tiga orang pejabat
pimpi (€selo TILIT dan D untuk ikut Bertangaginas b k
tugas pokok dan funas = ngguigjawab karena
oAl SINya atau terka dengan tugasnya, Yakni
eselo III diseblah bawah kanan kertas, eselon 11 disebelah kanan
yang pgrwenang Menandatangani dan eselon I disebelah kiri dari
nama jabatan peénandatanganan,
Naskah Dinas yang konsepnya dibuat oleh Sekretaris Daerah untuk
ditandatangani oleh Bupati atay Nakil Bupati diparaf oleh Sekretaris
Daerah dibubuhkan dibelakang nama jabatan penandatanganan.

Naskah Dinas yaNg konsepnya dibuat oleh Pejabat yang akan
menandatangani Naskah Dinas tersebut tidak memerlukan paraf.

Paraf pejabat dibubuhkan pada lembar terakhir Naskah l?]ip?s
tersebut, kecuali Sufat Perintah Perjaianan Dl”a_s.,n pararncl?upp Kan
pada lembar pertama. Sedangkan untuk Naskah u’; as ya gl ?pml ?E”
satu halaman, maka pejabat pembuat Naskah Dias memaraf setiap

halaman pada sebelah kanan bawah.

Letak Pembubuhan paraf pejabat terseblt pada butir a diatas
ditentukan oleh Daerah.

CoNtoh :

JMBATAN ( ek mﬂ,

,'é%a_ |

| Asistel ..... i
| T Y 1 T ! ]

Menandatangan;

Dipindai dengan
B3 camScanner
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merw

g 1-",:

¥ pelam hal Bupati/Wali kotg
= pejabat bawahannya,maka

"
s

V.
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pembubuhan Paraf Koordinas;

1)

2)

Naskah Dings yan

; 9 Mmaterj m
pejabat yang berwen fnya ‘envangkut kepent: in'm
membubuhi paraf Koord'lnasidf)"l unit |5 Pentingan UNit 1ain maka

m terSebut "
Paraf Koordimasi gy . ada Naskah Dinas. perlu ikut serta
disebeiah kiri fetak landatifl%?bat yang bersangkutan  dibubuhkan
an.

pénggunaan a.n,u.b,Pih, pig 4. Pj

pi Lingkungan Sekretariat Daerah

a.

_

Memberika
penggunaanna.rr?aqndat PEnandatanganan kepada

4an u.b. Sebagai berikut :

telah mendapatkan ”Q;Hi épejaoat setingkat bawaha''ya)
: andat i

gFtasannya,pertanggungJ awaban materi ban rdan pejabat

itangan yang memberi : urat te'sebut tetap bersda

tjilg.:a(gl;”-ttl{kag?“a}_h__(_j"J_tL_l[’lf h_l{rufdkecfl dan hurufkecil) dipergunakan jika
Pe) <r Y t‘g kl ncngapm fmaindat ‘kewa]angan iigridiidatangani dari
pejabat setingkat diatasnya mem bery kewenangan penandatanganan
kepada pejabat setingkat dibawehnya.

Eejabat ad interim (ai,ditulis a kecil, T kecil) dituks dibelakang nama
jabatan vang akan ditandatangani;

Pejabat (Pj)., pelaksaMa Haria (Pih), di tulis didepan nama jabatan
yang menjadi wewenaingnya;

Pelaksana tugas (Plt) dituis didepan naMa jabatan yaNg menjadi
wewenangnya, dipergunakan untuk menRgisi kekosongah pimpinan atau
pejabat struktural, yang dikarenaka pejabat st'uktufal defiMitive
tersebut mendapat tugas keDiNasa” yana harus mefifggalkal kaltor
atau berhalangan karena sesuatu hal dalam jangka waklu tertentu.

Di Lingkungan Instansi Satuan Organisasi

Dalam hal ini pimpinan Instansi/Satua" O'gaMisasi melimpahkan
wewenang penandatanganan kepada pejabat bawahannya, maka
penggunaan an. dan ub. Adalah sebagainya _aaalah L
ketentuan pada butir 1 huruf 3, b dan d tersebut diatas.

CONTOH PENADATANGANAN DAN PENGGUNAAN a . (atas Nama),
ub (untuk beliau) dan lain sebagaiNya,sebaga beikut

i Dipindai dengan

[ CamScanner
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s Di Lingkungan Sekretariat Daergh

1 penandatanganan Naskah Dinas
a. Oleh Bupati

BUPATI BANTAENG

NAMA JELAS
b. Oleh Wakil Bupati atas kewenargan Bupati

BUPATI BANTAENG
WAKIL

NAMA JELAS

2. Penggunaan “a.n." (atas nama)

a.n. BUPATI BANTAENG
Sekretaris Daerah

NAMA JELAS
pangkat:
NIP :

3. penggunasnh sy (untuk beliau)
BANTI\ENG

a.n. BUPATI
AR1G DAERAR

SEKRT
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5, penggunaan “Plhu

Plh. BUPAT]
BANTAEN
SEKRFTARIS DAERGAH

NAMA JE(Ag
Pangiat ;
NIp .

6. Penggunaah “py

Pi. BUPATI BA
NTAENG
SEKRETARIS DAERAH

NAMA JELAS
Pangkat:
NIP

8. DI LINGKUNGAN DINAS/BADAN/KANTOR
1. Penandatanganan naskah Dinas

a.  Oleh Pimpinan Dinas/Badan/Kantor atas nama Bupati.

an. BUPATI BANTAENG
KEPALA/KETUA/DIREKTUR

NAMA JELAS
Pangkat:
NIP

b.  Nleh Pimpinan Dinas/Badan/Kantor.

KEPALA/KETUA/ DINAS/BADAN/KANTOR

NAMA JELAS
pangkat:
NIP :

Dipindai dengan
& CamScanner
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2. Penggunaan " 7
a.n. i (Eltas nama)

4. BUpAT BANTARNG
KEPA 1\ ¢
VKET UIVDINAS/BADAN/KANTOR

DAMA 35

angkat:

a.n. KEPALA DESa / KELURAHAN. .
SEKRETARIS ... R

NAMA JELAS
Pangkat:
NIP :

i ' langan, pergi keluar daerah/keluar
Penggunaan PIt dan Plh apabila Bupati berha . : |
niggg(ibadah Haji) lebih 7 hari, diperkenankan menunjuk pejabat dibawahnya.

Pénulisan Pit dan Plh ditulis didepan jabatan yang dipangkunya.
3. Penggunaan “u.b”

_ BUPATI BANTAENG
o CEPALA/KETUA/DINAS/BADAN/KANTOR

u.b.
KEPALA SUB DINAS/BAGIAN/SEKSI/BIDANG

pangkat:
NIP :

Dipindai dengan |
CamScanner:
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VIL

VI,

L«

a0 o

pERUBAHAN, PENC
1 PENGERTIANABUTAN,

a. Yang dimaksyq de
suatu Naskah . Ubahan 3dalah mep, b i [
pengertian ralat yaity al iy gubah sebagian dari

Merubah ' harus  dibedakan dengan

ekelir s
Uan kecil, misalnya salah ketik.

Ngan per

b. Ya'g dimaksug de
d a
berlaku lagi syat, ﬂa”kpencébutan adalah syaty »
dalam De"lcabutant el as terhit ’pernyatz.aan tidak
ersebyg, Ung mulai saat ditentukan

n. .

¢ Ya'g dimaksud den
; : G&n pem
diaflggap tidak pernay dikelut;?g?n a0alah suatu naskah Dinas harus
2.TATA CARA MENGUgay

NASKAH DINAS MENCABUT, ATAU MEMBATALIAN

a. Naskah Dinas '
Yang bersifat mengatur apabila diubah, dicabut atau

dibatalkan harus denga
aT nas i i :
Pefaturan harus dengan p erakjrhar?mas yaNg sama jenisnya Misalkan

b. Pejagattt IYaﬂgberhak Menentukan pe Upahan, peNcabutan dan
pembatalan adalah Pejabaty ang semuyla menandatangani Naskah

¢. Rajat yéf“g besifat kekeliruan kecil Misalnya salah ketik dikeluarkan
oleh pejabat yang menaNdatafgani naskah Dinas atau dapat oleh
pejabat setingkat lebih rendah,

Pokok-pokok Pengetikan Naskah Dinas.

Keteltuan umum,
pengetikan Naskah DiNas dilakukan dengan MeMperhatikan penggunaan
formulir, ruang, tepi, alinea, penomoran, pemberian noMor halaman dan
kata penyambung.

Ruang tepi seblah atas 3 enter dibawah garis kop Naskah Dinas;

i tepi kertas seblah bawah;
i seblah bawah 5 enter dari tepi xertas N
23229 E:g: sebl;h kiri 7 sampai 20 ketuk dari tepimkertas seb.lah Kirl;
Ruang tepi sblah kanan 7 ketuk dari tepi kertas seblah kanan;

SUSUNAN, BENTUK DAN BENTUK NASIAH DINAS.

A. Peraturan Daerah

1

. Pengertiarn. h Dinas yang berbentuk peraturan

h Naska

me ngatur urusan Otonomi Daerah dan Tugas
g :

ot o o baru, meiaksanakan
- Aikan kebijaksanaan
ewujudkan

h tinggi da0 MeNetapkan
lebih tinggi da : d
skl perundang-unflj—c?”g:l?ng:iﬂgamermtah Daerah yaNg ditetapkan
in

isasi ' aerah.
D da,an;tujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
oleh Bupati dengan perseti

Peraturan Daerah nadala
Perundang-udafga”, yan
Pembantuan,atau untuk m

Dlipindai dengan
m CamScanner
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Susunan, :

. Peraturan Dagrap,
Kabyp;
1). Kepala Peratyran aPaten/Koy 1. .

2). Pembukaan - N Daerg h: A terdiyi dar| -
3). Isi Peraturan' D

aerah:
4). Baglan akhir Peratwr.‘a'n D

aerah,

. Kep & Paatyr 4 g

D). Tylsan" PERAT e ST atas
2). No_.or dan Tahun,

3). Nama Peraturan D'aerah

yang dityjg»
' IIDSE n']rtt)flji‘;:?lr:‘ quaturan Daerah tergy; o e
f : gan R Gl
2). Bupa_tl Bantaeng,' P Tuhan Yang Maha Esa
3). Konsiderans Menimbang dan Menginaat
. g ga_;

4). Denga,, perset
n Ujua
5). MemutUskan; Juan Dewan Perwagijgn Rakyat Daerah;

6). Menetapkan : Judy;,

] Da}am Konsideran memuat
t‘_‘_J:‘_Jafn Yand akan dicapai dan
d.Jadlgan dasar hukum ditetapkan

Pertjrrzbangan-pertimbangan, motivasi,
DPe.au;'ran perundang-undangan yang
: raturan Daerah tersebut.
. Isl Pefaturan Daerah terdiri atas -
1). Bab-bab : '

Bab-bab dapat dibagi meniadi Ba:

: : n d £ . .

Aol dalam I Jadi Bagian-bagian dan Bagian dapat
2). Pasal-pasal :

Pasal-pasal dapat dibagi dalam ayat-ayat,

. BaglaN akhir sebelah kanan Peraturan Daerah terdiri atas :
1). Namr@ tempat ditetapkan;

2). Tanggai, bulan dan tahun ditetapkan;

3). Nama Jabatan Bupati;

4), Tandatangan Pejabat;

5). Nama jelas;

6) Stemp el Jabatan.

. Dibawdn'o agarn tengah berturut-turut ditulis :
1) * DiuNdantk a" dalam Lembaran Daerah *;
2). Menyebuikan Nomor, Tahun dah Seri;

3)' Tanggal diundamgian;

4). Tambahan Lembaran Daerah, Tah un, Nomor;
5). Sekretaris Daerah;

6). Tandatanga; Sekretaris Daerah; |
7). _f\rlama jelas gekretaris Daerah (berkut Pangkat dan Nip)

. UntuK Sajinan ditu lis:

1). Disalin sesual dag@n aslinya; _
2). Sekretaris Dgerah atau an- Sekretaris Dacrah

3). Nama Pejabat, Pangkat dan Nip.

D) ipindai den-gan
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‘ ppn.m(h\\angm\nn
II b | -
3. PCTO\‘UV‘"‘ %!L"fdh ditandatangani oleh (
eraturan Lac ah : h Bupati:
. ‘r)amﬂh tia ;)(‘:m“l(‘ﬁ(ﬂ)u;‘l‘\ dints kertay :»‘::;» f
sahsahan sal liskan © Pemerinta Katwy an folio dengan Lambar
e a salinan Peraturan Daerah d poten Bartaeng
paerah Kabupaten, tandatang okeh Cokretart,

Bcnl‘uk / Model dan Pengetikan Naskah Dwas Peraturan Daer I
L « O aran.

i Dipindai dengan
i @ CamScanner".,
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